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URGENSI PEMBATASAN KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN
TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA

Oleh : Fatria Khairo
{ Dosen Tetap STIH-Sumpah Pemuda)

Abstrak

Rompetensi Absolute dari peradilan tata usaha negara adalah untuk memeriksa, mengadili dan me-
mutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum
perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata
usaha negara termasuk sengketa kepegawaian dan tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang di-
mohonkan seseorang sampal batas waktu yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-unda-
agan sedanghkan hal itu telah merupakan kewajiban badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang ber-
sangkutan. Model ideal konsep pembatasan ruang lingkup kompetensi Absolut PTUN di masa yang
sian datang adalah dengan langsung melakukan Pembatasan Kompetensi Absolut TUN secars
angsung yailu pembatasan yang tidak memungkinkan sama sckali bagi PTUN untuk memeriksa
dan memutus sengketa tersebut

Kata Kunci : Kompetensi Abselut, Peradilan TUN, Pejabat TUN

Abstract

Absolute Competence of the state administrative court is to examing, adiudicate and adiudicate
disputes arising in the field of state adminisiration between a person or a eivil legal entity with a
state administrative body or officer vesulting from the issuance of a state administrative decision
mcluding a civil service dispute and a non- Which is requested by a person until the time fimit
specified in a legivlation whereas it has been the obligation of the agency or the Siate
ddministrative Officer concerned. The ideal model of the concept of limiting the scope of absolute
competence of the State Administrative Court in the future is by directly restricting the Absolute
Competence of TUN directly, ie, a limit which is not possible for the Administrative Court io
examine and decide upon the dispute.

Eeywards : Absolute Competence, Administrative Court, Administrative Official

A. Pendahuluan

Indonesia sudah sejak hari proklamasi me-
repakan negara hukum dalam arti formal. Nega-
= hukum harus diisi sehingga menjadi hukum
Salam arti material. Perjalanan itu merupakan
penalanan yang panjang. Melalui beberapa ma-
cam kesulitan, Pengertian keadilan merupakan
pengertian vang relatif, yang tidak begitu saja
mendapatkan  persesugan faham vang bulat,
melainkan bergantung pada tempatl dan waktu,
dan ideologi vang mendasarinya. Di Indonesia
weadilan yang harus diartikan dalam hubungan-

nya II4:[4:11;53,;1 dasar falsafah negara, vaitu Panca-
sila.

Dalam kKerangka hukum administrasi, ciri-
ciri negara hukum tersehbut mempunyai keter-
kaitan yvang erat dengan hukum mengenai keku-
asaan pemerintah, hukum mengenai peran seria
masyarakal dalam pelaksanaan pemerintahan,
hukum mengenai organisasi pemerintahan dan
hukum mengenai perlindungan hukum bagi ma-
syarakat. Dengan demikian tindakan pemerintah

' Rochmat Soemitro, Peradilan Tata Usaha Negara, PT.
Refika Aditnma, Bandung, 1998 |l 1,
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yang harus didasarkan pada ketentuan hukum
vang berlaku sebagai ciri negara hukum, juga
harus dapal memberikan perlindungan hukum
bagi kepentingan rakyat sehingga kepentingan
rakvat tidak dengan sendirinya harus dikorban-
kan apabila terjadi benturan-benturan schagai
akibat adanya tindakan pemerintah,

Bagi Indonesia keinginan untuk memiliki
Peradilan Administrasi Negara sebetulnya sudah
ada sejak zaman pemenniahan jajahan Belanda.
Mamun, keinginan itu selalu kandas di tengah
perjalanan karena berbagai alasan. Keinginan
1w baru terwujud pada penghujung tahun 1986,
vakni dengan diundangkannyva UL Momor 5 Ta-
hun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
pada tanggal 29 Desember 1986 selanjutnya di-
sebut ULl PTUN?

Apabila kita telusuri dokemen yang ber-
kenaan dengan masalah Peradilan Administrasi
Negara {TUN) memang sudah sejak lama dinin-
tis. Untuk kali pertama, pada tahun 1946 Wir-
jono Prodjodokiro membuat Rancangan Un-
dang-Undang Tentang Acara Perkara Dalam
Soal Tata Usaha Pemerintahan, Disamping itu,
masih ada vsaha-usaha lain yang kot mendo-
kung pula perwujudan Peradilan Administrasi
Megara (TUN) Misalnya, kegistan-kegiatan
vang berupa penelitian, simposium, seminar, pe-
nyusunan Rancangan Undang-Undang dan se-
bagainya.

Perintah untuk mewwjudkan Peradilan Ad-
ministrasi Negara (TUN) untuk kali pertama di-
tuangkan dalam Ketetapan MPRS Nomor 11V
MPRS/ 1960, Kemudian perintah itu ditegashkan
kembali dalam UL Nomor 14 Tabun 1970 ten-
tang Ketentuan-ketentuan  Pokok  Kekuazaan
Kehakiman yang ditsangkan dalam Pasal [0
ayat (1} jo. Pasal 12

Selanjutnya, perintah ini diperkuat lagi da-
lam Ketetapan MPR Nomor IVMPR/1978 yang
menyatakan, “Mengusahakan terwujudnya Pera-
dilan TUN". Di samping itu Presiden Sochario
dalam pidato kenegarannya di depan Sidang De-
wan Perwakilan Rakvat tanpgal 16 Agusius
197% juga menegaskan uniuk terbeniuknya pe-
ngadilan administrasi.

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan

! Wigipto Setisdi, Hutum dcare Pengodifan Tate Liaha
Nepara Swatu Perbanaimgen, Rajawali Pers, Jakarna,
2001, hal 10,
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prasyaral mutlak bag upaya untuk mewujudkan
pemeriniahan yang lavak (good govermance)
serta taal pada hukum. Hal ini sekaligus untuk
membuktikan adanya perlindungan hukum ter-
hadap masyarakat yang sesuai dengan asas-asas
pemerintahan yang baik Lirgensi terschut ditan-
dai dengan adanya ULl No. § Tahun 1986 ten-
tang Peradilan Tata 1/saha Negara,

Harus kita akui bahwa kelahiran UU terse-
but merupakan suatu langkah maju dalam era
pembangunan hukum yang dicanangkan peme-
nntah. Paling tidak, kelahiran UL ini telah me-
nunjukkan adanva itikad baik dari pemerintah,
karena pihak pemerintahlah vang menjadi tergu-
gat igtapi pemeriniah pula yang mengajukan
Rancangan UU tersebut kepada Dewan Perwa-
kilan Rakyal.

Keberadaan Peradilan Administrasi Negza-
o merupakan salah sato jalur yodisial dalam
rangka pelaksanaan asas perlindungan hukum,
disamping jalur pengawasan administratif’ yang
berjalan sesuai dengan jalur yang ada dalam
lingkungan pemernntah sendiri. Oleh karena itu
dikedepannya Feradilan Administrasi Negara
memberkan landasan pada badan yudikatif un-
tuk menilai tindakan badan cksekutif, serta me-
ngatur mengena perlindungan hukum kepada
anggota masyarakat,' Berdasarkan ketentuan
UUPTUN, Kompetensi PTUN terdapat pada pa-
sal 47 mengenai kekunsaan pengadilan *

Seiring dengan perjalanan wakiu dimana
terjadi gelombang pembaruan yvang melanda Re-
publik Indonesia yang berpengaruh bagi per-
kembangan hukum di Indonesia. Pembaruan di
bidang hukum diantaranya meninjau lagi penga-
turan-pengaturan  terhadap lembaga peradilan,
termasuk di dalamnya Peradilan Tata Usaha Me-
ourns Ketentusn-ketentuan vang terdapat di da-
lam LU PTUN dianggap sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan kebutuhan hukum ma-
syarakat dan kehidupan ketatanegoraan, Misal-
nya saja, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak
mempunyai lembaga jur sita vang bisa memak-
sa tergugat untuk menjalankan putusan. Tentu
saja menjadi suatu pertanyaan bahwa siapa vang

" Ibid, hal. 2.

* Kekunsann Pengedilin dalam Undang-LUndang Nomor 3
Tahun 1986 tentang Peradilan Taa Usaha Negara @ Fasal
47 Pengadilan beriugas dan berwenang memenksa, me-
muius, don menvelesaikan senphein Tota Usahe Negarn.
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skan memaksa tergugat (pejabat Tata Usaha Ne-
gzra) apabila putusan Pengadilan Tata Usaha
Wegara memenangkan penggugat. (leh karena-
s¥a undang undang terscbut divbah dengan UL
%o 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Peradilan
Amss UU Mo, 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, vang telah disahkan dan di-
sndangkan pada tanggal 29 Maret 2004,

Dunia hukum Indonesia belum lerata
smpuma, masih banyak peraturan yang tumpah
todil dan belum dapat terimplementasi di lapa-
sgan. Khusus untuk Pengadilan Tata Usaha Ne-
mra (PTUN), sempitnya wilayah yurisdiksi di-
=mbah keterbatasan lainnya mengerdilkan pera-
man kelembagaan ini baik secara teoritis mau-
pun prakicknya di lapangan, Demikian antars
fun pendapar Dr Adrizan Willem Bedner dalam
serminar yang bertema: PTUN dalam Perkemba-
sgannya?. Acara ini diselenggarakan oleh Fa-
imhas Hukum Universitas Brawijaya (FH-UB),
Kamis (678, di Aula Gedung E Program Pasca-
sapana UB. Dr Adrigan Willem Bedner adalah
peneliti senior pada Van Vollenhoven Institute
sang juga stal pengajar di Fakultas Hukum Uni-
sersitas Leiden, Belanda. Turut mendampingi
dalam acara tersebutProf. Dr. Sudarsono, SH.,
WH gurubesar FH-UB. Lebih jauh D, Andrigan
menyatakan, 95% kasus PTUN di Indonesia
adalah masalah sengketa tanah. Hal ini menu-
ssnva berbeda dengan Belanda, di mana kasus
pemanahan banyak di tangani peradilan umum.
Eeterbatasan yurisdiksi PTUN ini, menurut Dr
Adrizan, masih ditambah dengan lemahnya
pemberlzkuan perundangan vang berkaitan de-
sgan PTUN di lapangan, sehingpa mengakibat-
kan PTUN kurang aktif berperan miaksimal?
Ksrena kasus vang sedikit bahkan sampai tidak
=i banyak hakim PTUN i wilayah Sulawesi
sang justru menghabiskan waktunya dengan
memancing, bepergian, dan aktivitas lainnya
weng kontraproduktil dengan kariemya?, kata
&2 Mendukung hal ini, secara khusus ia pun
memaparkan data penelitisnnya pada  tahun
1991 dan 1995 di tiga wilayah, yaitu Jakaria,
Sandung dan Semarang. Hasi penclitian lerse-
st menurutnya tidak banyak berbeda dengan
kondisi PTUN saat ini, di mana dari 182 kasus,
sanva 26 yang berhasil dicksckusi, sisanya 45 di
sstaranyn ditarik kembali oleh penuntut dan 30
Santaranya ditelak. Melihat fenomena ini, Dr

Farria Khairo

Andriaan menyarankan agar yurisdiks: PTUN
diperluas di antamanya dengan memasukkan
AMDAL. D atas semua itu, Dr Andriaan yang
menyelesaikan program doktoral di Universitas
Leiden ini menyatakan apresiasinya pada pelak-
sangan hukum di Indonesia, yang menurutnya
lebih baik daripada sepulub tahun sebelumnya,
pada masa Crde Baru.

Kompetensi Seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya, pengadilan tata usaha negara me-
miliki kompetensi vang sangat terbatas. Penga-
dilan hanya berhak meninjau tindakan hukum
tata usaha negara yang bersifal konkret, indivi-
dual, dan final, yang akan mengecualikan selu-
ruh tindakantindakan fakiual serta akibai-akibat
yang ditimbulkan, termasuk seluruh aluran yang
lebih wmum. Dengan demikian, uji material un-
tuk tindakan-tindakan faktual dan aturan-aturan
yang lebih umum akan dilakukan melalui pe-
ngadilan negeri dalam kerangka gugatan keru-
gian karena adanya perbuatan melanggar hukum
oleh negara, Penjelasan resmi tidak dimilikinya
kompetensi untuk menangani gugatan-gugatan
térsebul adalah karena PTUN tidak memiliki ke-
ahlian yang memadai untuk menangani kerugi-
an-kerugian yang akan sering muncul dari guga-
tan semacam itu. Penjelasan ini tidak meyakin-
kan karena pada dasamya semua perkara tata
usaha negara merupakan hal yang baru bagi
PTUMN. Alasan yang lebih meyakinkan adalah
karena pemerintah tidak tahu apa vang akan
mereka hadapi jika PTUN beroperasi dan oleh
karena itu pemerintah memilih untuk membatasi
jumlah perkara yang masuk ke PTUN. Dalam
perkembangannya, menjadi jelas bahwa peradi-
lan tata usaha negara tidak akan pernah keban-
jiran perkara, Semenjak kemunculannya, PTUN
cenderung kurang populer dan sepi, bahkan Ke-
tentuan-ketentuan tersebut tidak sccara tegas di-
masukkan ke dalam pasal 53 — pasal yang re-
levan — tetapi hanya disebutkan secara implisit
di dalamya (Indroharto1993: 311} Sebagai per-
bandingan yang lebih detil antara PTUN di Be-
landa dan Indonesia, lihat Bedner 20010 149-
56. Dalam sebuah survei dari komentar-komen-
tar masyarakal vang terangkum di surat 19 ka-
bar pada tahun 1991 (ketika PTUN mulai ber-
operasi) menunjukkan bahwa harapan masya-
rakat terhadap lembaga peradilan itu tidaklah
ckstrem. Pada tahun 1993, Mahkamah Agung
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menerbitkan sebuah Surat Edaran (No. 1/1993}
200 yang memperbolchkan tindakan langsung
atas persturan yang bersifat umum, juga meli-
puti peraturan yang lehih rendah danpada pe-
raturan perundang-undangan, untuk diajukan ke
Mahkamah Agung. Adriaan W. Bedner 216 ju-
ga uniuk pengadilan vang terletak di kota-kota
besar seperti Jakarta dan Surabaya. Menghadapi
hal ini pengadifan tingkat pertama tata usaha
negara berusaha untuk memperiuas kompetensi
mercka, meskipun dalam car yang tidak jelas
dan tidak pasti, tanpa didukung oleh Mahkamah
Agung vang kemudian justru menolak hampir
seluruh keputusan yang dihasilkan olch penga-
dilan tingkat pertama tersebut. Target pertama
dart perluasan kompetensi PTUN adalah tentang
definisi keputusan-keputusan administratif vang
diartikan sebagai keputusan-keputusan yang di-
ambil oleh badan atau pejabal tata usaha negara.
Yang dapat dianggap sebagai pembuat kepuiu-
san dalam lingkup tata usaha negara, sccara ha-
rafiah memunjuk pada badan atau pejabat tata
usaha pegars. Schingga PTUN mengizinkan
masuknya  pogatan otas  keputusan-keputusan
yang dihasikan oleh BUMN, universitas-univer-
sitas swasta, badan-badan koordinasi pemerin-
tah daerah yang tidak memiliki kewenangan un-
tuk membual keputusan, badan intelijen, partai-
partai polink dan notans. Tidak diketahui dan
awanl babwa Mahkamah Agung akan menolak
interprelasi semacam itw dan tidak semua hakim
bersedia mengikuti alur interpretasi tersebut.
Akan fetap, dalam banyak perkara — musalnyva
yang menvangkut mengenai kasus BUMMN -
para hakim yang menangani perkara hars me-
nyadari bahwa kepuiusan mereka tidak bisa di-
pertahankan. Hal ini disebabkan karena Indro-
harto, selaku Ketua Muda Mahkamah Agung bi-
dang Tats Usaha Negara, telah mengeluarkan
buku vang didalamnya dinvatakan bahwa ketua-
ketua BUMMN bukan merupakan pejabat lata
usaha negara, Penafsiran-penafsiran serupa vang
ditujukan untuk memperluas kompetensi PTUN,
menyangkut unsur-unsur dan keputusan-keputo-
san {ata usaha negara, juga sudah pernah diusul-
kan. Oleh Karena itu, PTUN juga menenma gu-
gatan-gugatan terhadap  keputusan-keputusan
yang bersifal umum, Sebagai contoh, PTUN
Medan mengangeap penunjukkan sebuah badan
swasta schagal penpelola permintaan sertifikat
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dalam provek pertanahan sebagail sehuah kepu-
tusan yang ‘individual’, meskipun pada kenva-
taannya keputusan itu mempengaruhi warga ne-
gara dalam jumlah vang tidak ditentukan (vaitu
bahwa keputusan it memiliki sifat umum).
Demikian pula vang terjadi ketika PTUN beru-
saha untuk UL PTUN pasal | avat (3). 21 Lihat
Bedner 2001a: 54-60. 22 Lihat Indroharto (Bu-
ku 1) 1993: 68, 23 No. 16/G/1991/PTUN-Mdn,
24 8, Shopping Forums: Pengadilan Tata Usaha
Megara Indopesia 217 mengambil kompetensi
terhadap risalah-risalah pelelangan vang dike-
|uarkan oleh Kantor Lelang Negara, yang mung-
kin merupakan ‘serangan’ paling luar biasa atas
kompetensi pengadilan negen. Kantor Lelang
Megara bertindak di hawah otoritas ketua penga-
dilan negen tingkat pertama dalam mengekse-
kusi putsan-putusan pengadilan, dan dengan
demikian lembaga ini jelas berada di bawah pe-
ngawasan pengadilan negeri. Namun, dalam be-
berapa kesempatan PTUN fetap menenima ka-
sus-kasus yang diajukan melawan Kantor Le-
|lamg Megara dan bahkan menangguhkan risalah-
risalah pelelangan yang dikelusrkan oleh lem-
bapa it Keputusan-keputusan PTUN semacam
ini selanjutnya ditolak oleh Mahkamah Agung,
Menurut hakim-hakim PTUN sendir, t-
dak dapat dieksekusinya putusan vang mercka
hasilkan merupakan permasalahan paling serius
yang harus mencka hadapi. Hal ini cukup berala-
san mengingal kerugian yang mungkin ditim-
bulkan oleh masalah noneksekusi terhadap efiek-
tivitas pengadilan dalam menyediakan pemuli-
han, Mengingat kelangkaan perkara di lingkup
PTUN, tantangan atas kompetensi PTUN terse-
but merupakan ancaman langsung terhadap ke-
beradaan PTUN, Penelitian tentang PTUN di In-
donesia pada awal tahun 1990- an menunjukkan
bahwa hanya sedikit putusan yang bisa diekse-
kusi. Laporan dart media massa menunjukkan
bahwa di dalam tiga perkara — dua tentang kepe-
milikan tanah dan satu tentang izin untuk mem-
budidayvakan saring burung walet — tergugal ti-
dak mengeksekusi putusan hakim. Pada wakiu
it para hakim mengeluhkan masalah eksekusi,
namun hal im tidak menvangkot putusan akhir
melainkan perintah penundaan (berdasarkan da-
ta yvang saya miliki terdapat 26 perkara nonek-
sekusi).f53 Lihat Bedner 20000 191; Hamidi
1999: 171-173. 64 Lihat Bedner 20018 230-
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232, 65 Adriaan W. Bedner 234 Discrtasi dok-
toral dari Irfan Fachruddin memberikan febih
hanyak informasi mengenai hal ini.66 Menurut
Fachruddin, yang melakukan penelitiannya di
FTUN Bandung, scjak wmhun 1994 — ketika
FTUN imulai beroperasi — sampai dengan 1999,
25 putusan layak dieksekusi; jumiah ini hanya
% dari seluruh gugatan. Fachruddin kemudian
memaparkan bahwa dari 25 putusan tersebut ha-
ava B putusan vang akhirnva benar-benar dick-
sckusi: empat putusan ditunda eksekusinya, da-
=m |3 perkara yang lain tergugal menolak un-
ik melakukan eksekuosi, lika kita persentase-
kan, dapat kita simpulkan bahwa satu dari 33
penggupat memperoleh hasil akhir yang diingin-
izn ab initio. Untuk memperoleh gambaran
s2ng benar, juga menjadi penting untuk melihal
sizzan dibalik masalah non-eksekusi. Bagian pa-
org berhargs dan analisa vanpg dibuat oleh
Fachruddin adalah wawancarm vang ia lakukan
kzpada pejabat negara yang bersangkutan. Wa-
wancara tersebut menunjukkan bahwa masalah
son-chsekusi berkaitan dengan kompetensi pe-
szadilan dan bukan mengenai masalab pejabat
s=gara yang korup atau arogan. vang melawan
bomtep “pegara hukum®. Ini menunjukkan bah-
w2 kesalahan dalam merancang PTUN meng-
tambai semua aspek operasional PTUN itu sen-
&n. Berdasarkan wawancara vang dilakukan
sdeh Fachruddin, alasan pertama dari nonekse-
tmti menyangkut liga perkars sertifikat tanah,
Meaurul narasumbernys, situasi faktual dalam
perkara tersebut telah berubah schingga serifi-
e vang disengketakan tidak bisa dicabut. Me-
sk berpendapat, dengan tidak adanya sisiem
pendafluran tanah yang terpercaya maka pihak
kenga yang telsh memperoleh tanch vang di-
wngketakan berhak mendapatkan perlindungan
bsfum. Masalah ini semakin rumit jika PTUN
Scroperast di luar kompetensinya dengan me-
stiskan hal-hal yang berkaitan dengan hukum
perdata. Dua perkara vang lain tidak dapmt diek-
sckus] karena putusan yang saling bertentangan
s PTUN dan pengadilan negeri. Satu dari
seriorn itu adalah mengenai pembatalan izin
sembehasan tanah aleh PTUN. Tergugat kemu-
&== berhasil mengajukan keberalan atas Likat
Fachruddin (2004), Sayangnya, tidak ada pene-
“=an vang dapat digunakan untuk memberikan
mformasi mendalam mengenai bagaimana pa-

Fatria Khatro

ra penggugatl menilai pengalaman mereka ber-
perkara di PTUN, atau mengapa mereka pada
awalnya memutuskan untuk pergi ke PTUN.
Mo, 8/G/PTUN-Bdg. /1995 jo. no. 68/B/ 1995/
PTTUNJKt jo. no. 2BSE/TUN/1995; Mo, 68
|2IGPTUN-Bdp./1995  jo. no, 0XR/1996/
PTTUN Jkt jo. no. 3IOVK/TUN/1999; Ne. 2%
G/PTUN-Bdg /1994 jo. no. 41/B/1994/PT. TUN.
JKT jo. no. 10B8K/TUN/1994 jo. no. 14PK/
TUN/1996), No. 60/G/PTUN-BDG/ 1997 jo. no.
GO/BA99R/PT. TUNJKT jo. no. 277E/TUN/
1998, 8. Shopping Forums: Pengadilan Tata
Llsaha Megara Indonesia 235 eksekusi putusan
PTUN tersebul melalui pengadilan negeri. Da-
lam perkara lainnya, tergugat melakukan stra-
tegl yang sama. Perbedaannya, objek sengketa -
hipotek — jelas berada di luar kompetensi
PTUN. Meskipun demikian, dalam hal ini pe-
ngadilan negerilah yang sebenamya melanggar
batas kompetensimya, dengan mengintervensi
eksekusi putusan PTUN, Akan tetapi, dari per-
spektif tergugat, dapat dimengerti bahwa dalam
kondisi semacam itu mereka akan mengambil
jalan yang paling mudah, vaitu dengan tidak
melakukan cksekusi putusan pengadilan,71 Hal
imi juga diterapkan pada perkara PTUMN yang
menyangkut pembatalan hak pakai sementara
proses hukumnya masih terus berjalan di penga-
dilan negeri. Kondisi sebaliknya juga terjadi
dalam perkara mengenai hak kepemilikan tanab,
ketika PTUN memerintahkan penundaan dari
cksekusi putusan pengadilan negeri sampai
perkara fersebut berkekuatan hukum tetap (in
kracht). Namun, karena tergugat secara tepat te-
lah memutuskan bahwa PTUN tidak memiliki
kompetensi untuk  memerintahkan  penundaan
eksekusi terschut maka ia tidak mengikuti perin-
lah PTUM, Contoh serupa namun kurang cks-
trem adalah perkara di mana PTUN memerin-
tahkan tergugat untuk menerbitkan perintah
pembongkaran karena penggugat berpendapat
bahwa tembok yang disenghketakan telah diba-
ngun di atas tanahnya. Teniu saja hal inl meru-
pakan persoslan hukum perdata dalam hal peng-
gugal kemudian berusaha untuk mengubahnya
menjadi persoalan hukum tata usaha negara
Dleh karena itu, tergugal menolak untuk meng-
eksekusi putusan tersebut. Alasan ketiga untuk
non-cksckusi  juga menvangkut kompelensi
PTUN dan pengadilan negeri. Pada dua perkara,

543



dwrwal Lex Libwune, Vol JIT, Moo 2, Jurei 2007, ol 539 - 548

PTUN memerintahkan tergugat untuk menghan-
curkan akta notaris: di satu perkara, karena akta
tersebut dibuat pada saat han Hbur nasional, pa-
da perkara vang lain, karena pengadilan negen
telah memenniahikan pembatalannya. Motaris
pada perkara pertama berpendapat bahwa PTUN
tidak memiliki kompetensi atas akta notaris —
dalam hal ini ia benar, maka No. 59/G/PTUN-
Bdg/1995 Jo, Mo, 145/B/1996/PT. TUN.JKT. Jo.
No. 240K/ TUN997.69 No42/GPTUN-Bdy'
1999.70 Di dalam kedua perkare, tergugat -
dak termasuk sebagai salah satu pihak vang
berperkara pads sengheta aslinya. No6®/G/
PTUN-BDG/ 1999 Jo Mo, 109B2000/PT. TUN,
JKT Jo. Mo 152K/ TUN2001L.72. No. LO0GPEN/
2000V PTUN-BDG.Jo. No 100G PTUN-BDG/

2000, Mo l0/GIPTUN-DG/1995, Jo. MNo.88/B/
1995 PT.TUNJKT. JoNoSIEKTUNS 1996
Ad-\rian W. Bedner 236 ia memuteskan untek
tidak menghancurkan akta yang telah ia buat. 73
Pada perkara kedus, notaris menoclak untek
mengeksekusi potusan PTUN karena akta yang
ia buat telah dibatalkan oleh pengadilan negeri
sehingen 13 merssa Gidak perlu menghancurkon
akia tersebul 76 Demikian juga, Kantor Urusan
Apama (KUA) menolak untuk membatalkan
akta cerai karena KUA berpendapat hal ini me-
rupakan bagian dari hukum perdata. Alasan ke-
empal dari non-cksckusi menyangkut makna
ganda dan fakta perkara. Dalam satu perkara
nomor sertifiket yang didaftarkan berbeda de-
ngan nomor serlifikal vang disengketakan. Di-
hadapkan pada perkara vang serupa, tergugat
memulai rehabilitasi administrasi dari data yang
ia serahkan dan pada akhimya ia menverahkan
sertifikst yang baru Kepada penggugat. Semen-
tara itu, pads perkara Ketign putusan PTUN be-
lum dapat dieksekusi karena rehabilitasi admi-
nistrasi belum diselesaikan. Alasan kelima sama
sekali tidak  berhubungan  dengan  persoalan
kompetens1, Kepala Badan Pertanahan Masional
(BPN) Kabupaten Cianjur menolak untiuk men-
cabul sertifikal kepemilikan karena menurit
mereka fakia hukum vang dipunakan sebagai
dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara
tidak akurat. Alasan sclanjutnva terkesan me-
ngada-ada. Salah satu pegawai BPN Bandung
mengaiakan bahwa fa tidak melakukan eksekusi
karena ketua pengadilan belum mengeluarkan
perintah eksekusi (padahal seharusnya putusan
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pengadilan sudah cukup sebaga dasar melako-
kan eksekusi). Singkat kata, kecuali dua perkara
terakhir, tesponden vang diwawancara oleh
Fachruddin memiliki alasan vang cukup uniuk
menolak eksekusi putusan pengadilan. Dalam
scbagign besar perkara tersebul, kompetensi
memainkan peran vang sentrl, Kecenderungan
PTUN untuk menangani persoalan hukum per-
data tentang lanah telah menghantii prestasi
PTUN dalam bidang vang lain — pada akhimya
No 18/G200LPTUN-Bdg. Neo.62/G/ PTUN-
Bdg/1995, No.T4GPTUN-Bdg/1996.  JoMo,
IBBAEPT.TUNIKT, JoMa2l0 K/ TUN
1998, Alssan para penggugal menginginkan
pembatalan akts adalah karens mereka menye-
salkan kepulusan mercka untuk bercerai. Jika
akta it tidak dibatalkan maka mercka ha-rus
menikah kembal. Mo, 32/G/PTUN-Bde./ 1995,
Jo. Mo l3TBEN96PTTUN-Jk. JoNo. 340
KSTUNI998, 78 NodB/G/PTUN-Bdg./ 1998,
JoNo 1 TEM/T99R/PTTUNIKL Jo. Mo, 339K /
TUN /1999.79. Mo l6l/G.TUN/199% PTLUN-
JKT JoNo l0FB2000/PT.TUN. JKT, JoNo,
GEKTUN2001.80. Mo 1 T/GPTUN-BDG/ | 998,
JoNo.06/B/ PT.TUNJKT. JoNo. 358K/TUN/
1909 8] No46/GPTUN-Bdg/1999 Jo. o&'B/
2000/PT.TUNJKT jo. 289 K/TUMN/ 2001, 82 8,
Shopping Forums: Pengadilan Tata Usaha Ne-
gara Indonesia 237 penggugat sering pulang de-
ngan tangan hampa don PTUN semakin rentan
menjadi sasaran kritik. Untuk mengklarifikasi:
hampir semua perkara PTUN vang berhasil di-
cksekusi adalah perkara vang jelas berada di
luar kompetensi pengadilan negen. Seperti yang
sudah dibahas di atas, persepsi lentang non-
cksekusi lidak banyak berhubungan dengan per-
soalan yang mendasarinya, tetapi lebih menge-
nai penggambaran pejabat ncgara scbagai pihak
yang korup dan srozan. Hal ini telah berujung
pada amandemen UL PTUN wang sekarang
menambahkan sturan mengennt denda  hanan
ptau uang pakss dalam hal tidek dilaksanakan-
nya pulusan, dan juru sita bermigas mengumpul-
kan wvang denda terscbut. Karena kompetensi
jur sita belum pernah dijelaskan maka menjadi
tidak jelas apa vang harus ia lakukan jika ada
pejabal negara yang menolak untuk membayar
uang denda, Tentu saja terdapat perkara-perkara
yang benar-benar berada dalam  kompetensi
FTUN di mana pejabat negara menolak untuk
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=claksanakan putusan PTUN. Untuk perkara-
perkara tersebut keberadaan denda dan juru sita
=crupakan tindakan yang layak. Akan tetapi,
k= kita mengambil data yang dikumpulkan
slzh Fachruddin schapgai ukuran, sebagian besar
seriara non-eksekusi di PTUN disebabkan kare-
=a ketidakjelasan kompetensi,

Oleh Karena Ttu dalam penulisan proposal
iizertasi ini, penulis membahas mengenai “Ur-
gensi Pembatasan Kompetensi Absolut Pera-
Zilan Tata Usaha Negara di Indonesia®™,

8. Permasalahan
Berdasarkan uraian schagaimana telah di-
bemukakan di atas, maka permasalahan yang
menarik untuk dikaji dan diteliti, vaitu ;
|. Bagaimana Kompeiensi Absolut PTUN
di Indonesia ?
2. Bagaimana model ideal konsep pemba-
fasan rusng lingkup kompetensi Abso-
lut PTUN di masa yang akan datang 7

. Pembahasan

L Kompetensi Absolut PTUN di Indonesia

Kompetensi Absolute dari peradilan tata
mzha negara adalah untuk memeriksa, menga-
&l dan memutuskan sengketa yang timbul da-
== bidang tata usaha negara anlars sescorang
#23u badan hukum perdata dengan badan atau
pessbat tata usaha negara akibat dikeluarkannya
ssatu keputusan tata uvsaha negara termasuk
sengketa kepegawaian dan tidak dikeluarkannya
s==tx keputusan vang dimohonkan sescorang
sampai batas waktu yang ditentukan dalam sua-
= peraturan perundang-undangan sedangkan hal
=z telah merupakan kewajiban badan atau peja-
==t tats usaha negara yang bersangkulan,

Obyek scngketa Tata Usaha Megara ada-
ah Kepulusan tata usaha negara sesuai Pasal |
=mgka 3 dan Pasal 3 UU No. § Tahun 1986 UU
%o 9 Tahun 2004,

Namun ini, ada pembatasan-pembatasan
veng termuat dalam ketentuan Pasal-Pasal UU
%o § Tahun 1986 UL No. 9 Tahun 2004 yaitu
Pesal 2, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 142, Pem-
sefzsan ini dapat dibedakan menjadi @ Pembata-
s langsung, pembatasasn tidak langsung dan
pembalasan langsung bersifat sementara.

1). Pembaiasan Langsung

Farria Ky

Pembatasan langsung adalah pembatasai
vang fidak memungkinkan sama sekall
bagi PTUN untuk memeriksa dan me
miutus  sengketa  tersebut.  Pembatasa
langsung ini terdapat dalam Penjel
Umum, Pasal 2 dan Pasal 49 UU No.
Tahun 1986. Berdasarkan Pasal 2 UU
Mo. 5 Tahun 1986 UU Neo. 9 Tahu
2004 menentukan, bahwa tidak m..u
Keputusan tata usaha negara menuru
UL imi ¢
a. Keputusan tata usaha negara yang
merupakan perbuatan hukum perda
ta.

b. Keputusan tata usaha negara
merupakan pengaturan vang bersifa
umum,

€. Kkeputusan tata usaha negara :,'anj

masih memerlukan persetujuan.

d. Keputusan tata usaha negara van
dikeluarkan berdasarkan Kitab Un|
dang-Undang Hukum Pidana atay
Kitab Undang-Undang Hukum Aca
ra Pidana atau peraturan perundang
undangan lain yang bersifat hukurm
pidana.

c. Keputusan tata ussha ncgara yang
dikeluarkan atas dasar hasil pemerik
saan badan peradilan berdasarkan ke
tentuan  peraturan  perundang-unda-
ngan yang berlaku,

f. Kepuiusan tata usaha negara menge
nai tata usaha Tentara Nasional Indo-
nesia,

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum|
baik di pusat maupun di daerah, me-
ngenai hasil pemilihan umum.

Pazal 49, Pengadilan tidak berwe-
nang memeriksa, memutus dan menyele-
saikan sengketa tata usaha negara terten-
tu dalam hal keputusan tata usaha negara|
yang disengketakan itu dikeluarkan :

a. Dalam wakiu perang, keadaan bahn-
y8, keadaan bencana alam atau kea-
daan luar biasa yang membahayakan|
berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku,

b. Dalam keadaan mendesak untuk ke-
pentingan umum berdasarkan peratu-
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ran perundang-undangan vang berla-
ku.
2). Pembatasan Tidak Langsung
Pembatasan tidak langsung adalah
pembatasan  alas kompetensi  absolut
vang masih membuka kemungkinan bagi
PT.TUN untuk memeriksa dan memutus
sengheta administrasi, dengan ketentean
bahwa seluruh upaya administraf yang
tersedia untuk i telah ditempul.
Pembatasan tidak langsung ini ter-
dapat di dalam Pasal 4% U'U No, 9 Tahun
Z{HH yang menyvebutkan,
. (Dalam hal suatu Badan atau Pejabat
tata usaha negara diberi wewenang
oleh atau berdasarkan peraturan per-
undang-undangan untuk menyelesai-
kan secara administratif sengketa tata
usaha negara fersebut hams disele-
saikan melalu upaya admimstratit
vang tersedia,
{Pengadilan baru berwenang meme-
riksa, memutus, dan menvelesaikan
senghela tata usaha negara schagai-
mana dimaksed dalam ayat (1) jika
seluruh upaya adminisratif vang ber-
sangkutan telah digunakan,
3. (Pembatasan langsung bersifial se-
TCHTara.

Pembatasan ini bersifat langsung
yang tidak ada kemungkinan sama sekali
bagi PTUN untuk mengadilinya, namun
sifatmya sementara dan saty kali (efn-
maligl, Terdapat dalam Bab VI Keten-
tuan Peralihan Pasal 142 ayai (1) UU
Mo, 5 Tahun 1986 vang secara langsung
mengatur masalah ind menentukan bah-
wit, “Senpgketa tats usaba negara yang
pada saat terbentuknya Pengadilan me-
nurut UL ini belum diputus oleh Penga-
dilan menurut UL ini belum diputus
oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan
Umum tetap diperiksa dan diputus olch
Pengadilan di lingkunean  Peradilan
Umum®™,

b

I Muodel ideal konsep pembatasan ruang
lingkup kompetensi Absolut FTUN di
masa yung akan datang

Berdasarkan banyaknya kasus kasus vang
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rancu atau ketidakjelasan pembatasan Kompe-
tensi Absolut TUN sast ini schingga banyak
mienghasilkan dus putusan vang berbeda, teruta-
mit dalam kasus sengketa tanah. Maka penulis
berpendapat bahwa untuk menjamin kepastian
hukum maka pembatasan Kompetensi Absolut
TUN tharus segera direkontruksi. Sehingga
Kompetensi Absolut harus dibatasi secara lang-
sung,. Schingga hanya bempedoman  kepada,
Pembatasan Langsung Absolul vaitu Pembata-
san langsung sebagaimana diuraikan,

Pembatasan langsung adalah pembatasan
vang tidak memungkinkan sama sekali bagi
PTUN untuk memeriksa dan memutus sengketa
tersehut, Pembatasan langsung ini terdapat da-
lam Penjelasan Umum, Pasal 2 dan Pasal 49 UL
No. § Tahun 1986, Berdasarkan Pasal 2 UU No.
5 Tahun 1986 UL No. 9 Tahun 2004 menento-
kan, bahwa tidak termasok Keputusan tata usaha
negara menort LIL! i ;

a. Keputusan tata usaha negara yang meru-
pukan perbuatan hukum perdata.

b. Keputusan tata usahs negara vang meru-
pakan pengaturan yang bersifat umum,

¢, Keputusan tata usaha negara yvang masih
memerlukan persetujuan.

d. Kepuiusan tata usaha negara yang dike-
luarkan berdasarkan Kitab Undang-Un-
dang Hukum Pidana atau Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana atau pera-
turan  perundang-undangan  lain yang
bersifal hukum pidana,

e. Keputusan tata usaha negara yang dike-
luarkan atas dasar hasil pemeriksaan ba-
dan peradilan berdasarkan ketentuan pe-
raturan perundang-undangan yang berla-
k.,

f. Keputusan lata usaha negara mengenai
tata usaha Tentara Nasional Indonesia,

g Keputusan Komisi Pemilihan Umom

baik di pusat maupun di daerah, menge-
nai hasil pemilihan umum.
Pasal 49, Pengadilan tidak berwenang
memeriksa, memutus dan menyvelesaikan
sengketa tata usaha nepara terentu da-
lam hal keputusan tata uvsaha negara
yang disengketakan itu dikeluarkan ;

h. Dalam waktu perang, keadaan bahaya,
keadaan bencana alam atau keadaan luar
biasa yang membahayakan berdasarkan
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peraturan  perundang-undangan  yang
berlaku.

. Dalam keadaan mendesak uniuk kepen-
tingan umum berdasarkan peraturan per-
undang-undangan yang berlaku.

Dengan Pembatasan Kompetensi langsung
Absolut diharapkan Asas kepastian Hukom di
dalam Peradilan TUM akan mampu menghasil-
kan Putusan vang dapal mewujudkan Keadilan
e Rakyal sebagai pencan keadilan sebagai-
mana inti dari Lahirnya PTUN it sendiri.

0. Penutup

Berdazarkan uraian di atas maka dapat di-

ank kesimpulan dan saran sehagai berikut:
I, Kompetensi Abzolut PTUN di Indonesia
2. Kompetensi Absolute dari peradilan lata
usaha negara adalah wetuk memeriksa,
mengadili dan memutuskan sengketa
vang timbul dalam bidang tata usaha ne-

Fatria Khaier

sengketa kepegawainn dan lidak dikelu-
arkannya sustu keputusan yang dimo-
honkan seseorang sampai batas wakiu
yang ditentukan dalam suatu peraturan
perundang-undangan sedangkan hal itu
telah merupakan kewajiban badan atau
pejabat tata usaha negam yang bersang-
kutan.

. Model ideal konsep pembatasan ruang

lingkup kompetensi Absolut PFTUN di
masa vang akan datang adalah dengan
langsung melakukan Pembatasan Kom-
petensi Absolut TUN secara langsung
yaltu pembatasan vang tidak memung-
kinkan sama sekali bagi PTUN uniuk
memeriksa dan memutus sengketa terse-
but.

Adapun untuk sarannya sehagai berikut:
Perlunya dilakukan rekontruksi terha-

gara antara sescorang atau badan hukum
perdata dengan badan atau pejabat tata
usaha negars akibat dikeluarkannya sua-
tu keputusan tata usaha negara termasuk

dap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha
MNegara di Indonesia guna mencapai kepasti-
an Hukum dan keadilan bagi Rakyat pencari
Keadilan.
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